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ABSTRACT 

Digital public complaint management has become an important instrument for 

strengthening local public service governance. SP4N-LAPOR! was developed to 

enhance transparency, accountability, and public participation in complaint 

submission; however, its effectiveness remains influenced by organizational 

practices and institutional readiness. This study aims to analyze the optimization of 

public complaint resolution through SP4N-LAPOR! in East Lampung Regency and 

to identify factors affecting its implementation. A descriptive qualitative approach 

was employed using interviews, observations, and documentation. The analysis was 

guided by seven complaint management principles covering quality improvement, 

open disclosure, organizational commitment, accessibility, responsiveness, 

transparency and accountability, and privacy protection. 

The findings indicate that the system has strengthened administrative governance 

through digital recording, report validation, and tracking mechanisms that improve 

procedural certainty and public participation. The system also provides evaluative 

data that supports organizational learning. However, substantive optimization of 

complaint resolution remains affected by variations in organizational capacity, 

inter-agency coordination, and users’ digital literacy. Major constraints include 

limited technical competence of personnel and inconsistent follow-up actions, while 

supporting factors involve regulatory backing, institutional structure, and 

integrated digital infrastructure. The study concludes that digital complaint 

management operates as a socio-technical process in which effectiveness depends 

on the integration of technology and organizational readiness to sustain 

improvements in public service quality. 

Keywords: Public Complaints; SP4N-LAPOR!; Digital Governance; Public 

Service 

 

 



ABSTRAK 

Pengelolaan pengaduan publik berbasis digital menjadi instrumen penting dalam 

memperkuat tata kelola pelayanan pemerintah daerah. SP4N-LAPOR! 

dikembangkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi 

masyarakat dalam penyampaian pengaduan, namun efektivitas penyelesaiannya 

masih dipengaruhi praktik organisasi dan kesiapan aparatur. Penelitian ini bertujuan 

menganalisis optimalisasi penyelesaian pengaduan publik melalui SP4N-LAPOR! 

di Kabupaten Lampung Timur serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi 

pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan berdasarkan tujuh 

prinsip pengelolaan pengaduan yang mencakup peningkatan kualitas, keterbukaan 

informasi, komitmen organisasi, aksesibilitas, daya tanggap, transparansi dan 

akuntabilitas, serta perlindungan privasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem telah memperkuat tata kelola 

administratif melalui pencatatan digital, validasi laporan, dan mekanisme pelacakan 

yang meningkatkan kepastian proses serta partisipasi masyarakat. Sistem 

menyediakan data evaluatif yang berpotensi mendukung pembelajaran organisasi. 

Namun optimalisasi penyelesaian pengaduan pada tingkat substantif masih 

dipengaruhi variasi kapasitas organisasi, koordinasi lintas instansi, dan literasi 

digital pengguna. Hambatan utama meliputi keterbatasan kompetensi teknis 

aparatur dan konsistensi tindak lanjut, sementara faktor penunjang mencakup 

dukungan regulasi, struktur kelembagaan, dan infrastruktur sistem yang 

terintegrasi. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan pengaduan 

digital merupakan proses sosio-teknis yang bergantung pada integrasi teknologi dan 

kesiapan organisasi agar sistem berfungsi sebagai mekanisme peningkatan kualitas 

pelayanan publik secara berkelanjutan. 

Kata Kunci: Pengaduan Publik; SP4N-LAPOR!; Tata Kelola Digital; Pelayanan 

Publik 

 

 

 



A. INTRODUCTION 

Pengaduan publik merupakan salah satu instrumen kunci dalam penyelenggaraan 

tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Mekanisme ini 

memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan, kritik, maupun aspirasi 

terhadap pelayanan publik yang dinilai belum memenuhi harapan (Ayustikasari, 

2022). Secara normatif, kewajiban penyediaan sarana pengaduan telah ditegaskan 

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta 

diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. Kedua regulasi tersebut menempatkan pengaduan publik sebagai 

bagian integral dari hak warga negara sekaligus mekanisme kontrol sosial terhadap 

kinerja birokrasi. 

Dalam perspektif administrasi publik modern, pengaduan tidak sekadar dipahami 

sebagai ekspresi ketidakpuasan, tetapi sebagai instrumen akuntabilitas yang 

menghubungkan negara dengan masyarakat (Nailufar, 2023). Pengaduan publik 

mencerminkan praktik good governance karena mendorong transparansi, 

partisipasi, dan perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan.  

 

Sumber : KemenPAN-RB (2019) 

Gambar 1. Peta Jumlah Laporan Masyarakat Indonesia 

Berdasarkan gambar 1, pada tahun 2019 telah tercatat sebanyak 1.389.891 laporan 

masyarakat dengan rata-rata 570 laporan perhari dan 801.257 pengguna terdaftar. 

Tingginya jumlah laporan masyarakat di tingkat nasional menunjukkan 

meningkatnya kesadaran warga terhadap hak layanan publik serta kepercayaan 

terhadap kanal pelaporan resmi. Kondisi ini menegaskan bahwa pengaduan publik 



telah berkembang menjadi mekanisme evaluatif yang strategis bagi penyelenggara 

pemerintahan. 

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi mekanisme 

pengaduan dari sistem manual menuju platform digital yang terintegrasi. 

Pemerintah Indonesia merespons kebutuhan tersebut melalui Sistem Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online 

Rakyat (SP4N-LAPOR!). Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi penyampaian 

laporan masyarakat secara cepat, transparan, dan terkoordinasi lintas instansi. 

Prinsip no wrong door policy memastikan setiap laporan diteruskan kepada instansi 

berwenang tanpa hambatan administratif. Kehadiran SP4N-LAPOR! menandai 

integrasi antara agenda e-government, partisipasi publik, dan akuntabilitas 

pelayanan (Stepanus & Subadi, 2024). 

Secara regulatif, SP4N-LAPOR! memiliki landasan hukum yang kuat melalui 

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan berbagai kebijakan turunan yang 

menegaskan kewajiban instansi pemerintah untuk menindaklanjuti laporan 

masyarakat. Implementasi sistem ini telah meningkatkan aksesibilitas pengaduan 

dan mendorong keterbukaan birokrasi. Survei kepuasan pengguna menunjukkan 

bahwa masyarakat memandang kanal digital sebagai sarana yang efektif untuk 

menyampaikan keluhan. Namun demikian, efektivitas sistem tidak semata diukur 

dari jumlah laporan yang masuk, melainkan dari kualitas penyelesaian laporan 

tersebut. 

Pada tingkat pemerintah daerah, implementasi SP4N-LAPOR! memperlihatkan 

variasi yang dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan 

koordinasi antarorganisasi perangkat daerah. Kabupaten Lampung Timur menjadi 

konteks yang relevan untuk mengkaji dinamika tersebut. Meskipun sistem 

pengaduan berbasis digital telah diterapkan, data menunjukkan masih terdapat 

laporan masyarakat yang belum ditindaklanjuti secara optimal. Kondisi ini 

mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain sistem dan praktik 

implementasi, khususnya dalam hal koordinasi lintas perangkat daerah, kapasitas 

aparatur, serta komitmen organisasi dalam menindaklanjuti pengaduan. 



 

Sumber : Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Lampung Timur  (2025)  

Gambar 2. Jumlah Pengelolaan Laporan Masuk perioden 2020-2025  

Permasalahan pengaduan publik pada level daerah tidak dapat dipahami semata 

sebagai isu teknis teknologi informasi, melainkan sebagai persoalan tata kelola 

organisasi. Peran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola SP4N-

LAPOR! menjadi krusial karena berada pada simpul awal verifikasi dan distribusi 

laporan. Efektivitas fungsi ini sangat bergantung pada sinergi antarinstansi dan 

kesiapan birokrasi dalam merespons aduan masyarakat. Ketika koordinasi tidak 

berjalan optimal, sistem digital berpotensi menjadi sekadar infrastruktur 

administratif tanpa dampak substantif terhadap perbaikan pelayanan publik. 

Secara teoretis, pengelolaan pengaduan yang efektif dapat dianalisis melalui tujuh 

prinsip yang dikemukakan Gorton (2005), yaitu peningkatan kualitas, keterbukaan 

informasi, komitmen organisasi, aksesibilitas, daya tanggap, transparansi dan 

akuntabilitas, serta perlindungan privasi. Prinsip-prinsip ini menempatkan 

pengaduan sebagai sumber evaluasi berkelanjutan bagi organisasi publik. Dengan 

demikian, penyelesaian pengaduan tidak hanya bertujuan menutup laporan, tetapi 

juga memperbaiki mutu layanan secara sistematis. 

Kajian akademik sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian tentang SP4N-

LAPOR! umumnya berfokus pada aspek keberadaan sistem, tingkat kepuasan 

pengguna, atau kemudahan akses. Dimensi efektivitas penyelesaian pengaduan 

sebagai policy outcome, khususnya pada level pemerintah daerah, masih relatif 

terbatas. Padahal, keberhasilan sistem pengaduan publik terletak pada sejauh mana 

laporan ditangani secara cepat, transparan, dan akuntabel. Kekosongan kajian ini 

membuka ruang untuk penelitian yang menelaah hubungan antara sistem digital, 

tata kelola organisasi, dan efektivitas tindak lanjut pengaduan. 



Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi 

penyelesaian pengaduan publik melalui SP4N-LAPOR! di Kabupaten Lampung 

Timur serta mengidentifikasi faktor penghambat dan penunjang dalam proses 

tersebut. Secara ilmiah, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian 

administrasi publik, khususnya mengenai tata kelola pengaduan digital dan 

responsivitas birokrasi daerah. Secara praktis, temuan penelitian diharapkan 

memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi 

lintas instansi, meningkatkan kapasitas aparatur, dan mengoptimalkan pemanfaatan 

teknologi digital untuk pelayanan publik. 

Dengan demikian, artikel ini memposisikan pengaduan publik sebagai instrumen 

strategis dalam peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah. Analisis 

terhadap implementasi SP4N-LAPOR! tidak hanya memberikan gambaran 

operasional sistem, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang bagaimana 

teknologi, organisasi, dan partisipasi masyarakat berinteraksi dalam membentuk 

tata kelola pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada 

kebutuhan warga. 

 

B. LITERATURE REVIEW 

Pengelolaan pengaduan publik merupakan bidang kajian yang berada pada 

persimpangan teori administrasi publik, tata kelola pemerintahan, dan transformasi 

digital. Literatur menunjukkan bahwa sistem pengaduan bukan sekadar mekanisme 

administratif, melainkan instrumen strategis yang memengaruhi legitimasi 

birokrasi, kualitas pelayanan publik, serta hubungan negara–masyarakat. Oleh 

karena itu, pemahaman konseptual mengenai optimalisasi penyelesaian pengaduan 

publik perlu ditopang oleh kerangka teori yang menjelaskan bagaimana organisasi 

publik merespons tuntutan akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi layanan. 

Secara teoritis, fondasi utama kajian ini berakar pada paradigma good governance 

yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas sebagai 

prinsip penyelenggaraan pemerintahan (Dwiyanto, 2021). Dalam kerangka ini, 

pengaduan publik dipahami sebagai mekanisme akuntabilitas horizontal yang 



memungkinkan masyarakat melakukan kontrol langsung terhadap birokrasi. 

Mulgan (2000) menegaskan bahwa akuntabilitas publik menuntut pemerintah 

memberikan alasan dan pertanggungjawaban atas setiap tindakan. Dengan 

demikian, pengaduan publik berfungsi sebagai kanal evaluasi yang 

mempertemukan pengalaman warga dengan kewajiban institusional negara. 

Paradigma administrasi publik modern memperluas perspektif ini melalui 

pendekatan New Public Service (Denhardt & Denhardt, 2015), yang menempatkan 

warga sebagai mitra aktif, bukan sekadar pelanggan layanan. Dalam konteks ini, 

pengaduan publik menjadi bagian dari dialog deliberatif antara pemerintah dan 

masyarakat. Pelayanan publik tidak lagi dipandang sebagai proses satu arah, 

melainkan hubungan timbal balik yang menuntut respons cepat dan solusi 

substantif. Perspektif ini memperkuat gagasan bahwa optimalisasi pengaduan 

publik harus berorientasi pada perbaikan berkelanjutan, bukan sekadar 

penyelesaian administratif. 

Kerangka konseptual yang lebih operasional dijelaskan oleh Gorton (2005) melalui 

tujuh prinsip pengelolaan pengaduan: peningkatan kualitas, keterbukaan informasi, 

komitmen organisasi, aksesibilitas, daya tanggap, transparansi dan akuntabilitas, 

serta perlindungan privasi. Prinsip-prinsip ini menempatkan pengaduan sebagai 

sumber pembelajaran institusional. Pengaduan bukan kegagalan sistem, melainkan 

data evaluatif untuk memperbaiki mutu layanan. Dalam konteks organisasi publik, 

penerapan prinsip tersebut menuntut integrasi antara prosedur, budaya kerja, dan 

kapasitas sumber daya manusia. 

Transformasi digital memperkenalkan dimensi baru dalam tata kelola pengaduan 

publik. Heeks (2002) menjelaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik 

meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi, tetapi juga menuntut 

kesiapan kelembagaan. Sistem pengaduan berbasis digital seperti SP4N-LAPOR! 

dapat dipahami melalui model keberhasilan sistem informasi DeLone dan McLean 

(2003), yang menekankan kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, 

penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Dalam kerangka ini, 

keberhasilan sistem tidak hanya diukur dari adopsi teknologi, tetapi dari dampaknya 

terhadap penyelesaian masalah publik. 



Literatur empiris menunjukkan bahwa efektivitas pengaduan publik sangat 

dipengaruhi oleh kualitas respons organisasi. Jacobs dan Liebrecht (2023) melalui 

studi kuantitatif tentang pengaduan daring menemukan bahwa respons yang cepat 

dan empatik meningkatkan kepercayaan publik dan keberlanjutan penggunaan 

kanal digital. Temuan ini menegaskan bahwa teknologi tanpa respons organisasi 

yang memadai tidak menghasilkan legitimasi. Studi serupa oleh Ernawati dan 

Dwiarto (2023) mengenai aplikasi pengaduan daerah menunjukkan bahwa 

kepuasan masyarakat lebih ditentukan oleh kualitas tindak lanjut dibandingkan fitur 

teknologi. 

Kajian manajemen pelayanan publik oleh Desiwantara (2025), Sobirin (2024), dan 

Rizalihadi dkk. (2025) menekankan pentingnya sinergi antara regulasi, kapasitas 

aparatur, dan inovasi digital. Penelitian-penelitian ini menggunakan pendekatan 

konseptual dan studi kebijakan untuk menunjukkan bahwa reformasi birokrasi 

hanya efektif ketika diikuti penguatan mekanisme evaluasi berbasis umpan balik 

masyarakat. Dalam konteks pengaduan publik, hal ini berarti sistem harus mampu 

menerjemahkan laporan menjadi tindakan korektif yang nyata. 

Penelitian Risky dan Handayani (2023) menggunakan pendekatan kualitatif untuk 

menganalisis praktik penanganan pengaduan di Ombudsman, menemukan 

kesenjangan antara prosedur formal dan implementasi. Hambatan utama meliputi 

koordinasi antarunit dan keterbatasan sumber daya manusia. Sarjito (2025) melalui 

studi kasus SP4N-LAPOR! menunjukkan bahwa efektivitas sistem digital 

bergantung pada kolaborasi lintas instansi dan interoperabilitas data. Sementara itu, 

Wildhani dkk. (2023) menyoroti pengalaman pengguna dan menemukan bahwa 

persepsi transparansi meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. 

Studi lain menempatkan pengaduan publik sebagai indikator kinerja birokrasi. 

Setijaningrum (2022) menegaskan bahwa sistem pengaduan yang efektif 

mencerminkan organisasi yang responsif dan adaptif. Cahyadi dkk. (2024) 

menambahkan bahwa integrasi teknologi informasi dalam tata kelola daerah 

meningkatkan kapasitas evaluasi berbasis data. Temuan-temuan ini mengarah pada 

kesimpulan bahwa pengaduan publik merupakan instrumen strategis untuk 

penguatan tata kelola digital. 



Penelitian empiris mengenai pengaduan publik berkembang dari dua arus utama: 

studi pelayanan publik konvensional dan kajian tata kelola digital. Pada tahap awal, 

literatur pelayanan publik menempatkan pengaduan sebagai indikator mutu layanan 

dan responsivitas birokrasi. Dwiyanto (2021) melalui pendekatan konseptual 

menunjukkan bahwa birokrasi yang responsif terhadap keluhan masyarakat 

cenderung memiliki legitimasi yang lebih kuat. Argumen ini diperkuat oleh Sobirin 

(2024), yang melalui analisis kebijakan daerah menegaskan bahwa keberhasilan 

pelayanan publik sangat bergantung pada kemampuan organisasi mengelola umpan 

balik warga sebagai sumber evaluasi sistemik. Kedua studi tersebut menempatkan 

pengaduan publik sebagai elemen korektif yang menghubungkan pengalaman 

pengguna layanan dengan proses reformasi birokrasi. 

Dalam konteks manajemen pelayanan publik, Desiwantara (2025) menggunakan 

pendekatan normatif-kebijakan untuk menunjukkan bahwa integrasi regulasi, 

kapasitas aparatur, dan teknologi merupakan prasyarat peningkatan kualitas 

layanan. Studi ini menyoroti bahwa pengaduan publik berfungsi sebagai 

mekanisme pembelajaran organisasi, tetapi efektivitasnya ditentukan oleh 

komitmen kelembagaan dalam menindaklanjuti laporan. Perspektif serupa 

dikembangkan oleh Rizalihadi dkk. (2025), yang melalui kajian multidimensi 

pelayanan publik di era transformasi digital menemukan bahwa organisasi publik 

harus menggeser paradigma dari sekadar kepatuhan prosedural menuju orientasi 

solusi. Dalam kerangka ini, pengaduan publik dipahami sebagai katalis inovasi 

birokrasi. 

Perkembangan teknologi digital memunculkan gelombang penelitian yang lebih 

spesifik mengenai pengaduan daring. Jacobs dan Liebrecht (2023) menggunakan 

metode kuantitatif berbasis survei untuk menganalisis respons organisasi publik 

terhadap keluhan online. Temuan mereka menunjukkan bahwa kualitas 

komunikasi—khususnya kecepatan dan empati—secara signifikan memengaruhi 

niat masyarakat untuk terus menggunakan kanal pengaduan digital. Penelitian ini 

memperluas pemahaman bahwa efektivitas sistem tidak hanya ditentukan oleh 

infrastruktur teknologi, tetapi oleh kualitas interaksi antara birokrasi dan warga. 



Temuan tersebut selaras dengan studi Ernawati dan Dwiarto (2023) mengenai 

inovasi layanan pengaduan berbasis aplikasi daerah. Dengan pendekatan campuran, 

penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat lebih dipengaruhi oleh 

tindak lanjut substantif dibandingkan fitur teknologi semata. Artinya, keberhasilan 

digitalisasi layanan tidak otomatis menjamin penyelesaian masalah publik apabila 

organisasi tidak memiliki kapasitas respons yang memadai. 

Kajian yang lebih terfokus pada SP4N-LAPOR! menunjukkan dinamika 

implementasi yang kompleks. Yahya dan Setiyono (2022) melalui studi evaluatif 

menemukan bahwa sistem ini meningkatkan aksesibilitas pengaduan, tetapi 

efektivitas penyelesaian masih bergantung pada kesiapan organisasi perangkat 

daerah. Wildhani dkk. (2023) menyoroti pengalaman pengguna dan menemukan 

bahwa persepsi transparansi sistem meningkatkan kepercayaan publik, meskipun 

masih terdapat keterbatasan dalam kecepatan tindak lanjut laporan. Kedua 

penelitian ini menegaskan bahwa dimensi operasional penyelesaian pengaduan 

menjadi faktor kunci keberhasilan sistem. 

Sarjito (2025) memperluas analisis melalui perspektif virtual organizations, 

menggunakan pendekatan studi kasus untuk menunjukkan bahwa koordinasi lintas 

instansi merupakan prasyarat efektivitas SP4N-LAPOR!. Hambatan utama yang 

diidentifikasi meliputi interoperabilitas sistem, resistensi organisasi, dan 

keterbatasan keterampilan digital aparatur. Penelitian ini penting karena 

menunjukkan bahwa pengaduan digital adalah fenomena organisasi, bukan sekadar 

teknologi. 

Pendekatan kualitatif yang lebih mendalam ditawarkan oleh Risky dan Handayani 

(2023), yang menganalisis praktik penanganan pengaduan di Ombudsman. Studi 

ini menemukan kesenjangan antara standar prosedural dan praktik lapangan, 

khususnya dalam hal transparansi dan daya tanggap. Temuan tersebut memperkuat 

argumen bahwa keberadaan regulasi tidak otomatis menjamin efektivitas 

penyelesaian pengaduan tanpa dukungan kapasitas institusional. 

Setijaningrum (2022) melalui kajian konseptual tentang complaint handling 

menekankan bahwa sistem pengaduan yang efektif harus mengintegrasikan 

prosedur, komunikasi, dan evaluasi berkelanjutan. Perspektif ini menghubungkan 



pengaduan dengan budaya organisasi yang berorientasi perbaikan. Sementara itu, 

Cahyadi dkk. (2024) menyoroti pentingnya integrasi sistem informasi dalam tata 

kelola daerah, menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi memperkuat 

kemampuan pemerintah dalam memonitor dan mengevaluasi kinerja layanan 

berbasis data. 

Jika ditarik secara komparatif, studi-studi tersebut menunjukkan pola konsisten: 

pengaduan publik efektif ketika didukung oleh tiga elemen utama, yaitu kapasitas 

organisasi, kualitas komunikasi, dan integrasi teknologi. Namun, sebagian besar 

penelitian berhenti pada evaluasi akses atau kepuasan pengguna, tanpa mengkaji 

secara mendalam bagaimana laporan benar-benar diselesaikan dalam praktik 

birokrasi sehari-hari. 

Meskipun literatur telah berkembang, terdapat kesenjangan yang signifikan. 

Sebagian besar penelitian berfokus pada keberadaan sistem, tingkat kepuasan 

pengguna, atau inovasi teknologi, sementara analisis mendalam mengenai 

optimalisasi penyelesaian pengaduan pada level operasional pemerintah daerah 

masih terbatas. Banyak studi berhenti pada evaluasi aksesibilitas tanpa menelaah 

bagaimana laporan benar-benar ditindaklanjuti. Kesenjangan teoretis muncul 

karena kurangnya integrasi antara teori tata kelola, manajemen pelayanan, dan 

sistem informasi dalam menjelaskan penyelesaian pengaduan secara komprehensif. 

Kesenjangan empiris juga terlihat pada kurangnya studi kasus yang mengkaji 

dinamika koordinasi antarorganisasi perangkat daerah dalam sistem pengaduan 

digital. Padahal, keberhasilan sistem nasional sangat ditentukan oleh praktik lokal. 

Variasi kapasitas kelembagaan, komitmen organisasi, dan kesiapan sumber daya 

manusia menciptakan hasil implementasi yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian 

yang menempatkan penyelesaian pengaduan sebagai fokus analisis memberikan 

kontribusi penting dalam memperkaya literatur administrasi publik. 

Berdasarkan telaah literatur, dapat disimpulkan bahwa pengaduan publik 

merupakan mekanisme strategis yang menghubungkan teori tata kelola, pelayanan 

publik, dan transformasi digital. Namun, masih terdapat kebutuhan untuk 

memahami bagaimana prinsip-prinsip pengelolaan pengaduan diterapkan secara 

operasional di tingkat pemerintah daerah. Artikel ini berkontribusi dengan 



mengintegrasikan kerangka teori Gorton 2005, perspektif tata kelola digital, dan 

analisis empiris implementasi SP4N-LAPOR! untuk menjelaskan faktor-faktor 

yang memengaruhi efektivitas penyelesaian pengaduan. Dengan demikian, 

penelitian ini tidak hanya melengkapi kekurangan studi sebelumnya, tetapi juga 

memperluas pemahaman mengenai penguatan tata kelola pengaduan publik yang 

responsif, transparan, dan berbasis pembelajaran institusional. 

 

C. METHOD 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk 

memahami secara mendalam dinamika optimalisasi penyelesaian pengaduan publik 

melalui sistem SP4N-LAPOR! pada tingkat pemerintah daerah. Pendekatan 

kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada proses, interaksi kelembagaan, 

serta pengalaman aktor yang terlibat dalam pengelolaan pengaduan, bukan pada 

pengukuran variabel numerik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap 

realitas sosial secara kontekstual dan interpretatif dari perspektif para pelaku yang 

terlibat langsung dalam sistem pengaduan (Moleong, 2019). Desain deskriptif 

digunakan untuk menggambarkan praktik implementasi, hambatan operasional, 

serta mekanisme tindak lanjut pengaduan dalam konteks organisasi pemerintahan 

daerah. 

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan 

fokus pada pengelolaan SP4N-LAPOR! oleh Dinas Komunikasi dan Informatika 

serta organisasi perangkat daerah terkait. Lokasi ini dipilih karena pemerintah 

daerah telah mengimplementasikan sistem pengaduan digital, namun masih 

menghadapi tantangan dalam optimalisasi penyelesaian laporan masyarakat. 

Penelitian dilaksanakan selama periode pengumpulan data lapangan yang 

mencakup observasi administratif, wawancara mendalam, dan penelusuran 

dokumen pengaduan, sehingga memungkinkan analisis longitudinal terhadap pola 

tindak lanjut laporan. 

Populasi penelitian mencakup aktor kelembagaan yang terlibat langsung dalam 

pengelolaan dan penyelesaian pengaduan publik melalui SP4N-LAPOR!, serta 



pengguna layanan yang memiliki pengalaman sebagai pelapor. Penentuan informan 

dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sumber data 

secara sengaja berdasarkan keterlibatan, pengetahuan, dan relevansi terhadap fokus 

penelitian. Informan utama terdiri atas pengelola sistem di Dinas Komunikasi dan 

Informatika, pejabat pengelola pengaduan pada organisasi perangkat daerah, serta 

perwakilan masyarakat pelapor. Teknik ini digunakan untuk memastikan 

kedalaman informasi dan keberagaman perspektif yang diperlukan dalam 

memahami proses penyelesaian pengaduan. Jumlah informan ditentukan 

berdasarkan prinsip kecukupan informasi (data saturation), yaitu ketika wawancara 

tambahan tidak lagi menghasilkan temuan substantif baru. 

Instrumen penelitian bersifat kualitatif, dengan peneliti sebagai instrumen utama 

yang didukung oleh pedoman wawancara semi-terstruktur dan format dokumentasi. 

Pedoman wawancara dirancang berdasarkan tujuh prinsip pengelolaan pengaduan 

menurut Gorton (2005), yang meliputi peningkatan kualitas, keterbukaan 

informasi, komitmen organisasi, aksesibilitas, daya tanggap, transparansi dan 

akuntabilitas, serta perlindungan privasi. Indikator-indikator tersebut digunakan 

untuk mengarahkan eksplorasi data mengenai praktik penyelesaian pengaduan. 

Validitas instrumen dijaga melalui triangulasi sumber dan verifikasi temuan kepada 

informan (member checking), sehingga interpretasi data tetap berada dalam 

kerangka empiris yang dapat dipertanggungjawabkan (Lincoln & Guba, 1985). 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. 

Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan praktik 

operasional pengelolaan pengaduan dari sudut pandang aktor kelembagaan. Studi 

dokumentasi mencakup arsip laporan pengaduan, standar operasional prosedur, 

regulasi daerah, serta dashboard monitoring SP4N-LAPOR! yang digunakan untuk 

memverifikasi informasi hasil wawancara. Kombinasi kedua teknik ini 

memungkinkan pengayaan data sekaligus pengujian konsistensi informasi antar 

sumber. 

Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014), 

yang terdiri atas tiga tahapan utama: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Kondensasi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan 



informasi yang relevan dengan optimalisasi penyelesaian pengaduan. Penyajian 

data dilakukan dalam bentuk narasi analitis yang menggambarkan alur koordinasi, 

hambatan operasional, dan praktik tindak lanjut laporan. Penarikan kesimpulan 

dilakukan secara iteratif melalui verifikasi berulang terhadap data wawancara dan 

dokumen untuk memastikan konsistensi temuan. Proses analisis bersifat reflektif 

dan berlangsung sepanjang penelitian untuk menghasilkan pemahaman yang 

komprehensif. 

Keabsahan data dijaga melalui empat kriteria kualitatif menurut Lincoln dan Guba 

(1985), yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. 

Kredibilitas diperoleh melalui triangulasi sumber dan verifikasi informan. 

Transferabilitas dicapai dengan penyajian deskripsi kontekstual yang 

memungkinkan pembaca menilai relevansi temuan pada situasi serupa. 

Dependabilitas dijaga melalui dokumentasi jejak penelitian (audit trail) yang 

mencatat seluruh proses pengumpulan dan analisis data. Konfirmabilitas dilakukan 

dengan memastikan bahwa temuan bersumber dari data empiris, bukan interpretasi 

subjektif peneliti. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil penelitian memiliki 

tingkat kepercayaan dan konsistensi yang memadai untuk analisis akademik. 

 

D. RESULT AND DISCUSSION 

Penelitian ini bertujuan menjawab bagaimana optimalisasi penyelesaian pengaduan 

publik melalui SP4N-LAPOR! di Kabupaten Lampung Timur berlangsung dalam 

praktik serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Analisis 

menggunakan kerangka Seven Guiding Principles of Complaint Management dari 

Gorton (2005) memungkinkan evaluasi tidak hanya pada aspek administratif 

sistem, tetapi juga pada sejauh mana pengaduan berfungsi sebagai instrumen 

pembelajaran organisasi dan penguatan tata kelola pelayanan publik. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi penyelesaian pengaduan 

publik telah berjalan relatif baik pada level administratif. SP4N-LAPOR! 

menyediakan struktur pengelolaan laporan yang tertib melalui mekanisme validasi, 

pencatatan digital, dan sistem pelacakan yang memastikan setiap pengaduan 



terdokumentasi dan dapat dipantau. Struktur ini memperkuat keterlacakan laporan 

serta meningkatkan akuntabilitas prosedural dibanding mekanisme konvensional. 

Namun optimalisasi pada level implementasi substantif masih menghadapi variasi, 

terutama dalam kualitas tindak lanjut antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Variasi ini menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian pengaduan tidak semata 

ditentukan oleh keberadaan sistem, tetapi oleh kapasitas operasional dan budaya 

kerja organisasi. 

Pada prinsip peningkatan kualitas, sistem validasi laporan dan pencatatan digital 

memungkinkan pengaduan dimanfaatkan sebagai data evaluatif. Dalam praktiknya, 

beberapa OPD telah menggunakan laporan sebagai bahan refleksi internal untuk 

memperbaiki prosedur pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa SP4N-LAPOR! 

berpotensi menjadi instrumen pembelajaran organisasi. Meski demikian, 

pemanfaatan tersebut belum merata. Sebagian unit masih memperlakukan 

pengaduan sebagai kewajiban administratif individual, sehingga potensi sistem 

sebagai mekanisme peningkatan kualitas berkelanjutan belum sepenuhnya optimal. 

Kondisi ini menegaskan bahwa integrasi antara teknologi dan manajemen 

organisasi menjadi faktor penentu efektivitas perbaikan layanan. 

Dari sisi keterbukaan informasi, sistem pelacakan laporan memungkinkan pelapor 

memantau perkembangan pengaduan secara langsung. Transparansi ini 

memberikan kepastian administratif bahwa laporan diproses sesuai prosedur. 

Namun informasi tindak lanjut sering kali bersifat singkat dan belum menjelaskan 

substansi tindakan instansi. Dengan demikian, keterbukaan telah tercapai secara 

prosedural, tetapi belum sepenuhnya komunikatif. Kesenjangan ini menunjukkan 

bahwa transparansi digital perlu diiringi standar komunikasi yang mampu 

memperjelas hasil penyelesaian agar pengaduan benar-benar menjadi ruang dialog 

antara pemerintah dan masyarakat. 

Pada dimensi komitmen organisasi, pembentukan struktur pengelola pengaduan 

serta penunjukan admin di setiap OPD mencerminkan dukungan kelembagaan 

terhadap sistem. Dukungan regulasi dan kepemimpinan daerah turut berperan 

dalam menjaga stabilitas implementasi. Namun perbedaan tingkat respons antar 

instansi menunjukkan bahwa internalisasi komitmen belum berjalan seragam. 



Hambatan ini berkaitan dengan keterbatasan kompetensi teknis dan budaya 

birokrasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap sistem digital, sehingga 

konsistensi tindak lanjut masih bergantung pada praktik masing-masing unit. 

Aspek aksesibilitas memperlihatkan bahwa kanal digital memperluas kesempatan 

masyarakat menyampaikan pengaduan tanpa hambatan geografis. Infrastruktur 

sistem nasional yang terintegrasi mempercepat distribusi laporan dan membuka 

ruang partisipasi publik. Namun literasi digital masyarakat yang belum merata 

menyebabkan pemanfaatan sistem masih bervariasi. Artinya, akses formal telah 

tersedia, tetapi efektivitas penggunaannya masih dipengaruhi kesiapan pengguna. 

Dalam hal daya tanggap, mekanisme verifikasi dan batas waktu respons 

administratif telah berjalan sesuai prosedur, memberikan kepastian bahwa laporan 

diproses. Akan tetapi penyelesaian pengaduan teknis sering memerlukan waktu 

tambahan akibat koordinasi lintas instansi dan karakteristik pekerjaan lapangan. 

Kondisi ini menciptakan persepsi kesenjangan antara respons sistem dan hasil 

operasional, yang menunjukkan perlunya penguatan koordinasi dan kapasitas 

teknis aparatur. 

Pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, pelacakan laporan meningkatkan 

visibilitas proses penanganan pengaduan. Namun informasi penyelesaian belum 

selalu menjelaskan tindakan konkret instansi, sehingga akuntabilitas substantif 

masih perlu diperkuat. Transparansi administratif telah berjalan, tetapi komunikasi 

hasil penyelesaian belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pemahaman publik. 

Sementara itu, aspek perlindungan privasi telah didukung oleh fitur pelaporan 

anonim dan pembatasan akses data pelapor. Mekanisme ini memberikan jaminan 

formal keamanan identitas. Meski demikian, sebagian masyarakat masih 

menunjukkan kehati-hatian terhadap keamanan data digital, yang menandakan 

bahwa kepercayaan publik dibentuk tidak hanya oleh sistem teknis, tetapi juga oleh 

persepsi terhadap praktik kelembagaan. 

Penelitian juga mengidentifikasi faktor penghambat dan penunjang implementasi 

sistem. Hambatan utama meliputi keterbatasan kapasitas operasional OPD, 

perbedaan karakteristik tugas teknis, literasi digital masyarakat yang belum merata, 



serta mekanisme koordinasi lintas instansi yang belum konsisten. Admin pengelola 

memiliki kewenangan terbatas dalam mendorong kepatuhan waktu respons, 

sehingga efektivitas tindak lanjut sering bergantung pada komitmen masing-masing 

unit. 

Sebaliknya, faktor penunjang mencakup keberadaan sistem nasional yang 

terintegrasi, struktur kelembagaan yang jelas, dukungan regulasi dan 

kepemimpinan daerah, serta meningkatnya kesadaran sebagian aparatur mengenai 

pentingnya pengelolaan pengaduan sebagai instrumen peningkatan pelayanan 

publik. Infrastruktur digital mempercepat alur distribusi laporan, sementara 

partisipasi masyarakat yang mulai memanfaatkan kanal digital memperkuat 

keberlanjutan sistem. 

Secara sintesis, temuan penelitian menegaskan bahwa SP4N-LAPOR! telah 

memperkuat tata kelola pengaduan publik secara administratif dan membuka ruang 

partisipasi masyarakat. Namun optimalisasi implementasi substantif masih 

bergantung pada penguatan kapasitas organisasi, konsistensi komitmen lintas 

instansi, adaptasi budaya birokrasi terhadap teknologi digital, serta edukasi 

masyarakat. Hasil ini menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola digital bersifat 

sosio-teknis: teknologi menjadi efektif ketika diiringi transformasi kelembagaan 

dan praktik organisasi yang responsif. 

 

E. CONCLUSION 

Penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi penyelesaian pengaduan publik 

melalui SP4N-LAPOR! di Kabupaten Lampung Timur telah berhasil membangun 

tata kelola administratif yang lebih tertib, transparan, dan dapat ditelusuri. Sistem 

digital memungkinkan pencatatan, verifikasi, serta distribusi laporan berjalan 

secara sistematis sehingga memperkuat akuntabilitas prosedural dan membuka 

ruang partisipasi masyarakat. Dalam kerangka Seven Guiding Principles of 

Complaint Management dari Gorton (2005), dimensi peningkatan kualitas, 

keterbukaan informasi, aksesibilitas, dan perlindungan privasi telah terfasilitasi 

secara struktural. 



Namun optimalisasi pada tingkat implementasi substantif masih dipengaruhi oleh 

variasi kapasitas organisasi, konsistensi komitmen antar perangkat daerah, serta 

kesiapan sumber daya manusia dalam merespons laporan. Kesenjangan antara 

transparansi administratif dan akuntabilitas substantif, serta perbedaan kualitas 

tindak lanjut pengaduan, menunjukkan bahwa efektivitas sistem tidak hanya 

ditentukan oleh teknologi, tetapi oleh praktik kelembagaan dan budaya kerja 

birokrasi. 

Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan kompetensi teknis aparatur, 

koordinasi lintas instansi yang belum konsisten, dan literasi digital masyarakat yang 

belum merata. Sebaliknya, dukungan regulasi, struktur kelembagaan yang jelas, 

infrastruktur digital, serta meningkatnya kesadaran aparatur terhadap pentingnya 

pengelolaan pengaduan menjadi faktor penunjang keberlanjutan sistem. 

Secara akademik, penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan pengaduan publik 

berbasis digital merupakan proses sosio-teknis di mana keberhasilan teknologi 

bergantung pada transformasi organisasi. SP4N-LAPOR! tidak hanya berfungsi 

sebagai kanal administratif, tetapi sebagai instrumen pembelajaran yang berpotensi 

meningkatkan kualitas pelayanan publik ketika diintegrasikan dengan kapasitas 

manajerial dan komitmen kelembagaan. Dengan demikian, optimalisasi pengaduan 

publik memerlukan penguatan organisasi dan literasi pengguna agar manfaat sistem 

dapat dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan. 
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